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Artikel ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia terkait dengan 
landasan hukum,  pengawasan, tata kelola nadzir, manajemen resiko dan kepatuhan syari’ah. Penelitian ini 
dilakukan di lembaga wakaf  dengan populasi dan sampel diperoleh dari 102 lembaga wakaf, yang masing-masing 
lembaga memiliki 3 (tiga) nazir yang mengisi kuesioner penelitian ini. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dan 
verifikatif serta  pemodelan persamaan struktural partial least square. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia dipengaruhi oleh landasan hukum,  
pengawasan , tata kelola nadzir, manajemen resiko dan kepatuhan syari’ah . 
Kata kunci: lembaga wakaf, kinerja keuangan. 
 
Abstract 
This article analyzes the effectiveness and efficiency of the financial performance of waqf institutions in Indonesia in 
relation to legal foundations, supervision, nadzir governance, risk management and shari'ah compliance. This 
research was conducted in waqf institutions with a population and samples were obtained from 102 waqf 
institutions, each of which had 3 (three) nazirs who filled out the questionnaire for this study. The data were 
analyzed using descriptive and verification analysis as well as partial least square structural equation modeling. In 
general, the results of this study indicate that the effectiveness and efficiency of the financial performance of waqf 
institutions in Indonesia is influenced by legal foundations, supervision, nadzir governance, risk management and 
shari'ah compliance. 
Keywords: waqf institution, financial performance. 
 
PENDAHULUAN 
Wakaf adalah salah satu instrumen Keuangan Sosial 
Islam (ISF), selain zakat, infaq, sedekah, dan hibah, 
yang dominan menjadi salah satu pilar ekonomi sejak 
masa lalu. Dalam implementasinya aset wakaf 
dikelola terlebih dahulu kemudian manfaat bersih 
yang muncul diberikan kepada mauquf ‘alaih 
(penerima manfaat). Pasca kepemilikan aset wakaf 
dimiliki oleh Allah dan dikelola untuk kepentingan 
umat. 
Dalam perkembangannya, wakaf memiliki peran 
dalam memberdayakan sektor sosial-ekonomi umat. 
Sebagai contoh, Imam Zufar pada abad ke-8 M telah 
menyarankan endowmen untuk diinvestasikan dalam 
bisnis dengan mekanisme bagi hasil (mudharaba) 
untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya dapat 
digunakan untuk memberi manfaat kepada penerima 
manfaat wakaf (Çizakça, 2000). Namun, pada saat itu 
saran tersebut tidak memiliki aplikasi dalam 
perekonomian.  
Baru-baru ini, diskusi tentang wakaf telah mulai 
menjadi perhatian utama oleh banyak pihak. Wakaf, 
termasuk Wakaf produktif, adalah komponen utama 
ISF yang tidak dapat dipisahkan dari Keuangan 
Komersial Islam dalam Sistem Keuangan Islam 
terpadu. Wakaf memiliki peran penting dalam 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sifat 
wakaf yang melekat abadi akan menghasilkan 
akumulasi modal dengan periode yang sangat lama, 
yang akan meningkatkan kemampuan keuangan 
individu atau organisasi manajemen, sehingga 
berkontribusi positif untuk meningkatkan 
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kesejahteraan rakyat. Hasil penggunaan wakaf tidak 
hanya terbatas pada pengurangan kemiskinan, tapi 
menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan 
kesejahteraan sosial-ekonomi dan meningkatkan 
inklusi keuangan holistik. Selain itu, wakaf produktif 
melibatkan lebih banyak pihak, yang apabila dikelola 
oleh manajemen profesional, maka akan mampu 
menjaga stabilitas sistem keuangan.. 
Hingga saat ini, wakaf belum mampu memainkan 
peran yang efektif dalam memberdayakan sektor 
sosial-ekonomi masyarakat (Budiman, 2011). 
Penyebab belum maksimalnya wakaf di Indonesia 
sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, menurut 
Acarya & Guruh (2009), dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain (1) tingkat literasi 
masyarakat tentang wakaf sangat rendah; (2) 
Kepercayaan publik pada lembaga manajemen wakaf 
rendah; (3) Wakaf belum menjadi kebiasaan 
masyarakat dan belum menjadi gaya hidup; (4) Tidak 
adanya database wakaf nasional, termasuk data 
tentang aset wakaf, wakif, dll.; (5) Tidak ada insentif 
untuk wakif; (6) Dualisme otoritas; (7) Dualisme 
Badan Wakaf Indonesia sebagai regulator dan 
operator; (8) Posisi Badan Wakaf Indonesia sebagai 
operator dan Lembaga Manajemen Wakaf swasta; (8) 
Nazhir belum menjadi pilihan karier; dan (9) 
Lemahnya profesionalisme Lembaga Manajemen 
Wakaf. 
Marwah & Bolz (2009) menekankan pentingnya 
mengubah pengelolaan wakaf menjadi struktur 
kelembagaan / perusahaan modern. Perubahan ini 
sejalan dengan karakteristik wakaf yang terkait dengan 
aspek daya tahan yang lebih lama. Karakteristik 
khusus wakaf itu sendiri dapat diperkuat dengan 
mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (GCG). 
Foster & Garduño (2013) dalam hal ini menekankan 
kesamaan antara prinsip-prinsip tata kelola dunia barat 
dan tata kelola syariah, terutama yang terkait dengan 
aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 
Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan IRTI – IDB 
dan BWI bersinergi untuk menginisiasikan standar 
wakaf internasional yaitu  Waqf Core Principles 
(WCP) . International Working Group on Waqf Core 
Principles beranggotakan:  Lembaga Wakaf 
internasional: Kuwait, Afrika Selatan, Bosnia, 
Australia & New Zealand 
Berdasarkan kajian pada pendapat para ahli 
sebelumnya dan disesuaikan dengan penelitian saat ini 
pada lembaga wakaf di Indonesia, maka ditentukan 
indikator/pengukuran yang digunakan dalam Waqf 
Core Principles (pengelolaan wakaf), sebagai berikut. 
Tabel 1. Indikator/Pengukuran Waqf Core 
Principles 
 
Berdasarkan kerangka kerja sistem manajemen wakaf, 
penelitian ini berfokus pada peningkatan kinerja 
keuangan lembaga wakaf. Kinerja keuangan lembaga 
wakaf dapat dikatakan baik atau tinggi jika kegiatan 
pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga wakaf juga 
berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu, 
kegiatan manajemen wakaf  tentu membutuhkan tata 
kelola yang baik dalam hal ini aspek landasan hukum, 
pengawasan wakaf, tata kelola nadzir yang baik, 
manajemen resiko dan aspek kepatuhan syari’ah. Lima 
aspek tersebut dikenal dengan waqf core principle 
(WCP). 
METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan 
verifikatif dengan metode survey explanatory. Adapun 
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini, yaitu uji validitas, uji realibilitas, analisis 
deskriptif dan analisis verifikatif. Penelitian ini 
dilakukan di lembaga wakaf  dengan populasi dan 
sampel diperoleh dari 102 lembaga wakaf, yang 
masing-masing lembaga memiliki 3 (tiga) nazir yang 
mengisi kuesioner penelitian ini. 
Ada 5 faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja 
lembaga keuangan wakaf yaitu legal foundation 
(Landasan Hukum), Waqf Supervision (Pengawasan 
Wakaf), Good Waqf Governance (Tata kelola Nadzir), 
Risk Management (Manajemen Resiko), Sharia 
Governance (Kepatuhan Syaria’ah) 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada hasil penelitian diuraikan mengenai (1) analisis 
deskriptif setiap variabel yang diteliti, (2) analisis 
verifikatif menggunakan PLS (yang mencakup model 
pengukuran dan model struktural untuk menguji 
hipotesis). 
Analisis Deskriptif Waqf Core Principles 
Waqf Core Principle (WCP) dalam penelitian ini 
adalah konstruk dari variabel laten endogen yang 
diwakili oleh 5 (lima) dimensi atau variabel manifes 
dimensi, yaitu: Legal Foundation (WCP1), Waqf 
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Supervision (WCP2), Good Waqf Governance 
(WCP3), Risk Management (WCP4), dan Sharia 
Governance (WCP5).  Setiap dimensi memiliki 
ukuran masing-masing sehingga semuanya ada 20 
item pernyataan dalam variabel ini. disajikan 
tanggapan nazir pada lembaga wakaf di Indonesia 
untuk variabel Waqf Core Principles dan semua 
dimensinya berdasarkan skor rerata, standar deviasi, 
dan kategorinya 
Tabel 2. Tanggapan Nazir terkait Waqf Core 
Principles 
 
Tabel diatas  tersebut memperlihatkan bahwa capaian 
skor rata-rata untuk variabel laten Waqf Core 
Principles itu termasuk cukup tinggi (dengan rerata 
sebesar 3,59 dari ideal 5,0).  Tabel tersebut juga 
memperlihatkan bahwa capaian dari dimensi dalam 
variabel Waqf Core Principles ini semuanya cukup 
tinggi.  Secara visual capaian rata-rata skor penilaian 
responden mengenai implementasi Waqf Core 




Gambar 1. Deskripsi Waqf Core Principles 
 
Data-data pada tabel dan gambar tersebut 
memperlihatkan bahwa: 
1. Capaian dimensi Legal Foundation (WCP1) pada 
konstruk Waqf Core Principles termasuk pada 
kategori cukup tinggi dengan skor rerata sebesar 
3,65 yang merupakan skor paling tinggi 
dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya 
dalam konstruk ini.  Kondisi ini menunjukkan 
bahwa nazir pada lembaga wakaf di Indonesia 
sudah cukup memahami landasan hukum Waqf 
Core Principles, yang terdiri atas Responsibilities, 
Objectives, Powers, Independence, 
Accountability, dan Collaboration.  Para nazir 
tersebut juga sudah mengimplementasikan 
prinsip-prinsip tersebut dalam mengelola wakaf.  
Walau begitu, pemahaman nazir atas legal 
foundation ini, juga implementasinya, memiliki 
variabilitas yang sangat beragam di antara 
lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. 
2. Capaian dimensi Waqf Supervision (WCP2) pada 
konstruk Waqf Core Principles ini juga termasuk 
pada kategori cukup tinggi dengan skor rerata 
sebesar 3,57.  Dalam hal ini, nazir pada lembaga 
wakaf di Indonesia mempersepsi bahwa 
pendekatan mengenai supervisi wakaf ini sudah 
didasarkan pada skema supervisi secara terpadu 
yang mencakup semua aspek terkait 
penghimpunan, investasi, pengelolaan, dan 
penyaluran wakaf. 
3. Capaian dimensi Good Waqf Governance 
(WCP3) pada konstruk Waqf Core Principles ini 
juga termasuk pada kategori cukup tinggi dengan 
skor rerata sebesar 3,63.  Pada dasarnya, nazir 
pada lembaga wakaf di Indonesia sudah maslahat 
sebagai bentuk tanggung jawab memberikan 
manfaat optimal bagi mauquf’alaih. Sebagai 
bentuk tanggung jawab kepada wakif, para nazir 
juga sudah cukup transparan dalam hal pelaporan 
keuangan dan kinerja keuangan lembaga wakaf. 
Dilihat dari produktivitas, para nazir sudah 
menunjukkan kemampuan mengelola dana secara 
produktif.  Nazir juga sudah amanah (trustable) 
dan memiliki integritas untuk menghindar dari 
menyelewengkan amanah atau melanggar hukum-
hukum Islam.  Terakhir, para nazir pada 
umumnya sudah mampu mempertahankan 
keberlangsungan (sustainability) nilai dari aset-
aset wakaf yang dikelolanya. 
4. Capaian dimensi Risk Management (WCP4) pada 
konstruk Waqf Core Principles ini juga termasuk 
pada kategori cukup tinggi dengan skor rerata 
sebesar 3,59. Dalam hal ini, para nazir di lembaga 
wakaf di Indonesia sudah cukup memiliki proses 
manajemen risiko yang komprehensif untuk 
mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, 
memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau 
mengurangi semua risiko material secara tepat 
waktu dan untuk menilai kecukupan modal dan 
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risiko dan kondisi pasar serta kondisi ekonomi 
makro. Ini meluas ke pengembangan dan 
peninjauan rencana pemulihan yang kuat dan 
kredibel yang mempertimbangkan keadaan 
khusus lembaga wakaf. Proses manajemen risiko 
sepadan dengan profil risiko dan kepentingan 
sistemik lembaga wakaf. 
5. Capaian dimensi Sharia Governance (WCP6) 
pada konstruk Waqf Core Principles ini juga 
termasuk pada kategori cukup tinggi dengan skor 
rerata sebesar 3,49, walaupun jika dibandingkan 
dengan dimensi-dimensi lainnya, dimensi ini 
merupakan yang paling rendah.  Pada dasarnya 
nazir memahami bahwa lembaga wakaf yang 
dikelolanya sudah memiliki proses manajemen 
risiko kepatuhan operasional dan syariah yang 
tepat untuk meminimalkan potensi praktik 
penipuan, mengantisipasi gangguan sistem, dan 
gangguan potensial lainnya.  Sharia governance 
ini pada dasarnya mencakup Operational and 
Sharia-Compliance Risk, Sharia Compliance and 
Internal Audit, dan Financial Reporting and 
External Audit. 
Analisis Deskripsi Kinerja Keuangan Lembaga 
Wakaf 
Kinerja keuangan (KK) dalam penelitian ini adalah 
konstruk dari variabel laten endogen yang diwakili 
oleh 2 (dua) dimensi atau variabel manifes dimensi, 
yaitu: Efektivitas (KK1) dan Efisiensi (KK2).  Setiap 
dimensi diukur oleh empat indikator sehingga 
semuanya ada 8 item pernyataan dalam variabel 
kinerja keuangan ini.  Pada Tabel dibawah. disajikan 
tanggapan nazir pada lembaga wakaf di Indonesia 
untuk variabel kinerja keuangan dan semua 
dimensinya berdasarkan skor rerata, stander deviasi, 
dan kategorinya 
Tabel 3. Tanggapan Nazir terkait Kinerja 
Keuangan 
 
Tabel 3. di atas  memperlihatkan bahwa capaian skor 
rerata untuk variabel laten kinerja keuangan itu cukup 
tinggi yaitu sebesar 3,56 (dari ideal 5,00).  Tabel 
tersebut juga memperlihatkan bahwa capaian dari 
kedua dimensi dalam variabel kinerja keuangan ini 
juga semuanya cukup tinggi.  Secara visual capaian 
rata-rata skor penilaian responden mengenai Kinerja 
Keuangan (KK) lembaga wakaf dapat disajikan pada 
Gambar dibawah ini: 
 
  Gambar 2. Deskripsi Kinerja Keuangan 
 
Data-data pada tabel 3. dan gambar 2. tersebut 
memperlihatkan bahwa: 
1. Capaian dimensi Efektivitas (KK1) pada konstruk 
Kinerja Keuangan termasuk pada kategori cukup 
tinggi dengan rerata sebesar 3,56.  Dimensi ini 
pada dasarnya terkait dengan administrative 
effectiveness, program effectiveness, fundraising 
effectiveness, dan other financial performance 
measures effectiveness. Pada dasarnya, para nazir 
pada lembaga wakaf di Indonesia mempersepsi 
bahwa kinerja administrasi, kinerja program, 
penghimpunan dana, dan kinerja keuangan 
lainnya sudah cukup efektif. 
2.  Capaian dimensi Efisiensi (KK2) pada konstruk 
Kinerja Keuangan juga termasuk pada kategori 
cukup tinggi dengan rerata sebesar 3,55.  Dimensi 
ini pada dasarnya terkait dengan administrative 
efficiency, program efficiency, fundraising 
efficiency, dan other financial performance 
measures efficiency. Pada dasarnya, para nazir 
pada lembaga wakaf di Indonesia mempersepsi 
bahwa kinerja administrasi, kinerja program, 
penghimpunan dana, dan kinerja keuangan 
lainnya sudah cukup efisien. 
Analisis Verifikatif (PLS) 
Perhitungan analisis verifikatif dalam penelitian ini 
dianalisis menggunakan Partial Least Square Path 
Modeling (PLS-PM).  Perhitungannya dibantu oleh 
program ADANCO versi 2.1.1.  Berdasarkan hasil 
perhitungan PLS-PM, model peningkatan kinerja 
keuangan melalui implementasi Waqf Core Principles 
pada lembaga wakaf di Indonesia, dapat disajikan 
pada Gambar berikut: 
3.56 
3.55 
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Efektivitas
Efisiensi
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Perhitungan construct reliability menggunakan 
Dijkstra-Henseler’s rho (ρA), composite reliability 
(ρC), dan Cronbach’s alpha (α) dapat disajikan pada 
Tabel berikut: 









WCP 0.884 0.914 0.883 
KK 0.715 0.855 0.712 
Sumber:  Hasil Pengolahan Data PLS menggunakan 
ADANCO (2020) 
Pengukuran construct reliability merupakan estimasi 
reliabilitas terkait dengan model pengukuran reflektif.  
Hasil perhitungan dianggap reliabel jika nilainya > 
0.7.  Tabel menunjukkan bahwa semua konstruk 
memiliki nilai > 0.7 sehingga konstruk implementasi 
Waqf Core Principles dan kinerja keuangan lembaga 
wakaf dinyatakan reliabel dan mendukung ke arah 
model yang baik. 
Convergent Reliability 
Perhitungan convergent reliability menggunakan 
pengukuran Average Variance Extracted (AVE) yang 
biasanya diinterpretasikan sebagai ukuran 
unidimensionality. Konstruk reflektif menunjukkan 
unidimensionality yang baik jika nilai AVE lebih dari 
0.5 (Fornell & Larcker, 1981).  Hasil perhitungan 
convergent reliability menggunakan AVE dapat 





Tabel 5. Convergent Reliability 
 
 Sumber: L Hasil Pengolahan Data PLS (2020) 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai AVE 
untuk setiap konstruk itu lebih dari 0.5 sehingga dapat 
dinyatakan bahwa semua konstruk memiliki 
unidimensionality yang baik. 
Discriminant Validity 
Fornell-Larcker criterion menyatakan bahwa AVE 
dari suatu konstruk hendaknya lebih tinggi daripada 
nilai korelasi kuadrat (squared correlations) dengan 
konstruk lain dalam model tersebut. Adapun 
heterotrait-monotrait ratio of correlations (HTMT) 
mengukur validitas diskriminan dari semua faktor.  
Nilai HTMT hendaknya lebih rendah dari 0.9 atau 
0.85.  Hasil perhitungan discriminant validity 
menggunakan Fornell-Larcker criterion dan HTMT 
dapat disajikan sebagai berikut: 
 
Tabel  6. Discriminant Validity 
Discriminant Validity: Heterotrait-Monotrait Ratio of 
Correlations (HTMT) 
 
Squared correlations; AVE in the diagonal. 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hampir semua 
nilai HTMT berada di bawah 0.9 dan pada Fornell-
Larcker Criterion dapat dilihat bahwa nilai AVE (yang 
diberi tanda tebal) lebih tinggi daripada nilai masing-
masing korelasi kuadratnya. Discriminant validity ini 
menunjukkan bahwa setiap konstruk yang diteliti 
memang memiliki perbedaan karakteristik dalam 
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konsepnya.  Dengan kata lain suatu konstruk memiliki 
konsep yang berbeda dengan konstruk lainnya.    
Factor loadings dan cross loadings 
Factor loadings dan cross loadings merupakan slope 
dari regresi sederhana dari 
 suatu indikator dengan konstruknya.  Adapun cross 
loadings matrix merupakan korelasi antara setiap 
indikator dengan masing-masing konstruk.  Tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel  7. Factor Loadings 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS (2020) 
Tabel  8. Cross Loadings Matrix 
 
Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS (2020) 
Hasil perhitungan factor loadings dan cross loading 
matrix di atas memperlihatkan bahwa setiap indikator 
(dimensi atau variabel manifes) secara valid dan 
reliabel mampu merefleksikan masing-masing 
konstruknya, dan mampu menunjukkan perbedaan 
konseptual (maupun secara statistik) antara setiap 
indikator pada satu konstruk dengan indikator lain 
pada konstruk lainnya Pada dasarnya, semua 
indicator dan semua konstruk mengarah pada model 
yang baik sebagai dasar untuk pengujian hipotesis, 
seperti yang dianalisis dalam model struktural.  
Pengujian model struktural dibahas pada bagian 
berikut. 
Model Struktural 
Hasil perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung, 
dan total, juga signifikansi setiap pengaruh (dilihat 
dari p-value), dan efek mediasi disajikan pada. 




Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS (2020) 
 
Dilihat dari p-value dapat dinyatakan bahwa semua 
koefisien jalur (beta) terbukti signifikan sehingga 
semua hipotesis yang diajukan dapat diterima.   
 





) menunjukkan seberapa penting atau 
seberapa substantial kontribusi suatu pengaruh 
langsung (dari eksogen ke endogen).  Nilainya dapat 
lebih atau sama dengan nol.  Interpretasi nilai f
2
 
mengacu pada kriteria dari Cohen (1988),  
Berdasarkan hasil perhitungan, nilai f
2
 untuk masing-
masing jalur dapat disajikan pada tabel. 





Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS (2020) 
Interpretasi dari nilai f
2
 menunjukkan bahwa WCP 
terhadap KK termasuk cukup kuat (moderate effect). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembahasan Analisis Deskriptif 
Mengacu pada hasil analisis deskriptif, ditemukan 
bahwa setiap konstruk pada penelitian ini terdapat 
beberapa keunggulan dan kelemahan pada setiap 
dimensinya.  Berdasarkan hasil perhitungan, semua 
konstruk termasuk pada kategori cukup tinggi (rata-
rata di atas 3,00 dari ideal 5,00).  Namun demikian, 
terdapat beberapa dimensi pada setiap konstruk 
tersebut yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada 
dimensi-dimensi lainnya 
Pembahasan Deskripsi Waqf Core Principles 
Hasil analisis deskriptif pada bagian sebelumnya 
menunjukkan bahwa implementasi Waqf Core 
Principles yang dipersepsi nazir pada lembaga wakaf 
di Indonesia itu sudah cukup tinggi dan beragam, 
tetapi pada umumnya implementasi tersebut dinilai 
masih belum sepenuhnya optimal.   
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Dimensi legal foundation pada umumnya dipersepsi 
cukup tinggi oleh nazir mengenai pentingnya 
memahami landasan hukum yang diperlukan dalam 
mengelola wakaf.  Berkaitan dengan itu, Kuran, T. 
(2001) menjelaskan bahwa dengan adanya keunggulan 
dan keterbatasan sistem wakaf, maka diperlukan suatu 
pedoman yang berlandaskan hukum-hukum syariah 
Islam. Keberadaan Waqf Core Principles dinilai dapat 
menjadi pedoman bagi nazir untuk lebih terarah dalam 
mengelola wakaf, terutama pada abad ke-21 ini. 
Dimensi waqf supervision juga dinilai penting dalam 
proses pengelolaan wakaf.  Dimensi ini menekankan 
pengawasan sektor wakaf pada tingkat kehati-hatian 
yang sama dengan sektor keuangan lainnya. Standar 
operasional disiapkan untuk mempertimbangkan 
langkah-langkah penyesuaian risiko berdasarkan kelas 
aset yang dikelola dan optimalisasi manfaat bagi 
masyarakat. Proses pengawasan menekankan proses 
antisipatif untuk meminimalkan praktik 
penyelewengan dana, baik secara sentralisasi maupun 
desentralisasi. Aktivitas utama dalam pengelolaan 
wakaf, yaitu penghimpunan, investasi, manajerial, dan 
penyaluran wakaf memerlukan pengawasan dari pihak 
yang berwenang secara internal maupun eksternal. 
Berkaitan dengan itu, Mohsin, M. I. A. (2010) 
menegaskan bahwa pengawasan langsung dari 
pemerintah atau lembaga keagamaan kepada wali 
amanat sangat dihargai untuk menghindari 
mismanajemen dalam lembaga wakaf ini di satu pihak, 
dan untuk memastikan manfaat wakaf secara 
berkelanjutan bagi umat. 
Dimensi good waqf governance di sini lebih berkaitan 
dengan good nazir governance untuk mengelola wakaf 
dalam suatu lembaga wakaf dengan menekankan pada 
aspek-aspek maslahah, transparency, productivity, 
trustable, dan sustainability. Kebangkitan lembaga 
wakaf menciptakan kebutuhan akan kerangka kerja 
tata kelola yang baik (good governance), yang dapat 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga 
tersebut (Ramli, N. M., & Muhamed, N. A., 2013).  
Dengan adanya good nazir governance, diharapkan 
bahwa pengelolaan wakaf dapat mematuhi praktik tata 
kelola yang baik, melalui Dewan Penasihat Syariah, 
manajemen yang baik, pelaporan keuangan, dan 
auditing. 
Dimensi risk management berkaitan dengan kenyataan 
bahwa nazir atau lembaga wakaf telah menerapkan 
proses manajemen risiko yang komprehensif untuk 
mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, 
memantau, melaporkan, dan mengendalikan atau 
memitigasi semua risiko material secara tepat waktu 
dan untuk menilai kecukupan modal dan likuiditas 
mereka dalam kaitannya dengan profil risiko dan pasar 
serta kondisi ekonomi makro. Hal ini meluas ke 
pengembangan dan peninjauan rencana pemulihan 
yang kuat dan kredibel, dengan mempertimbangkan 
kondisi tertentu suatu lembaga wakaf. Proses 
manajemen risiko sepadan dengan profil risiko dan 
kepentingan sistemik lembaga wakaf. Menurut Alias, 
T. A. (2012), risk-management sebagai salah satu 
bagian penting dalam good waqf governance perlu 
mempertimbangkan cost-benefit dan risk-returns 
dalam mengelola wakaf secara keseluruhan. 
Terakhir, dimensi sharia governance di sini mengacu 
pada tugas paling penting dari regulator untuk 
mengawasi manajemen wakaf, yang mencakup 
memastikan kepatuhan Syariah, transparansi 
keuangan, dan efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, ada 
kebutuhan untuk membangun sistem pendukung yang 
kuat, seperti memperkuat fungsi Dewan Pengawas 
Syariah, standarisasi sistem akuntansi dan pelaporan 
wakaf, penilaian kinerja manajemen wakaf, sistem 
pemantauan untuk efisiensi operasional, ekonomi dan 
dampak sosial bagi penerima manfaat (mauquf alaih), 
dan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan 
keuangan mikro syariah. Pada dasarnya, suatu 
lembaga wakaf harus memiliki proses manajemen 
risiko kepatuhan operasional dan syariah yang tepat 
untuk meminimalkan potensi praktik penipuan, 
mengantisipasi gangguan sistem, dan gangguan 
potensial lainnya.  Temuan ini sejalan dengan hasil 
penelitian Hamza, H. (2013) bahwa sharia governance 
dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Islam 
untuk meningkatkan efektivitas dan model 
pengawasan yang tepat.  
Pembahasan Deskripsi Kinerja Keuangan 
Hasil analisis deskriptif pada bagian sebelumnya 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan lembaga wakaf 
yang dipersepsi nazir pada lembaga wakaf di 
Indonesia itu sudah cukup tinggi dan beragam, tetapi 
pada umumnya kinerja keuangan lembaga wakaf 
tersebut dinilai masih belum sepenuhnya optimal. 
Efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan ini tampak 
dalam aspek administrasi, program, fundraising, dan 
pengukuran kinerja keuangan lainnya.  Efektivitas dan 
efisiensi kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia 
tampaknya berjalan seiringan. 
Penelitian ini menemukan bahwa kesehatan dan 
kinerja keuangan lembaga wakaf sangat penting untuk 
keberlanjutan keberadaan dan operasi lembaga 
tersebut. Dengan demikian, menentukan kekuatan 
keuangan dan kerentanan lembaga wakaf sangat 
penting dan kongruen dengan keberadaan wakaf yang 
berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi 
patokan utama dalam menilai kinerja keuangan. Selain 
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itu, kepercayaan dari masyarakat dapat menjadi isu 
utama terkait kinerja keuangan ini. 
Penelitian sebelumnya dari Sulaiman, M., & Zakari, 
M. A. (2015) mengungkap empat rasio penting 
kesehatan dan kinerja keuangan dihitung: rasio 
keseimbangan ekuitas, indeks konsentrasi pendapatan, 
rasio biaya administrasi dan rasio margin operasi.  
Temuan menunjukkan bahwa lembaga, rata-rata, 
cukup efisien dan efektif dalam mengelola dan 
mengelola properti wakaf.  Meskipun ini merupakan 
upaya pertama yang sederhana, penelitian ini 
memberikan wawasan tentang efisiensi dan efektivitas 
nazir dalam melaksanakan tugasnya untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja 
keuangan lembaga wakaf. 
Pembahasan Analisis Keterkaitan Variabel 
Analisis keterkaitan variabel menunjukkan bahwa 
kinerja keuangan lembaga wakaf dapat dibangun oleh 
aspek-aspek kinerja non-keuangan, implementasi 
Waqf Core Principles dalam governance atau 
pengelolaan wakaf.  Hubungan atau koefisien korelasi 
antara kelima variabel itu sangat erat dan saling 
terkait.  Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan suatu lembaga wakaf akan baik jika faktor-
faktor kinerja non-keuangan juga baik. 
Analisis PLS menunjukkan bahwa efektivitas dan 
efisiensi kinerja keuangan tampak dari keberhasilan 
lembaga wakaf dalam meengelola manajerial melalui 
implementasi waqf core principles. 
Pada dasarnya penelitian ini mengkonfirmasi temuan-
temuan sebelumnya dari Ahmed, H. (2004); Cajee, 
Z.A. and Barzinji, D.J. (2008); Kahf, M. (1999); 
Mannan, M.A. (1998); Masyita, D., Tasrif, M. and 
Telaga, A. S. (2005); Zarka, M.A. (2007); dan 
Zikmund, W.G. (2003), mengenai keterkaitan 
pengelolaan dana wakaf dan kinerja keuangan 
lembaga wakaf 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat 
ditarik kesimpulan terkait dengan model peningkatan 
kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia bahwa 
Implementasi Waqf Core Principles berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan secara langsung  Hal 
ini berarti bahwa tingkat implementasi Waqf Core 
Principles juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 
kinerja keuangan.  
Saran  
Dimensi waqf supervisor dan sharia governenace pada 
implementasi Waqf Core Principles belum 
sepenuhnya optimal sehingga perlu lebih ditingkatkan.  
Upaya-upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan 
melalui koordinasi dengan badan pengawas syariah 
sehingga implementasi Waqf Core Principles secara 
keseluruhan dapat berjalan dengan lebih baik. 
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